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PUTUSAN
Nomor 0033/Pdt.GF2016/FPA.Bm.
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pehgadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu

pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam

perkara Ceral Gugat antara :

Mulyana binti A. Rahman, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di
Dusun Bedi RT. 003 RW. 002 Desa Ntori Kecamatan Wawo

Kabupaten Bima, sebagai "Penggugat";
melawan

Ridwan bin A. Bakar, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan tukang batu, tempat kediaman semula di RT.003
RW. 002 di Desa Ntori Kecamatan Wawe Kabupaten Bima,
sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di

wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai "Tergugat":

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini:

Telah mendengar kelerangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05

Januari 2016 telah  mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang terdaftar di
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Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor
0033/Pdt G/2016/PA.Bm. tanggal 05 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai

berikut;

1. Bahwa pada tanggal 12 April 1983, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima berdasarkan

Kutipan Akta Nikah Nomor 141/18/V/2010 tanggal 08 April 2010:

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di rumah keluarga Tergugat di Desa Niori Keeamatan Wawo
Kabupaten Bima selama 3 tahun, kemudian pindah dan berempat tinggal
di rumah milik bersama di Desa Niori Kecamatan Wawo Kabupaten Bima
selama 11 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniaj 2 orang
anak bermama : 1. Renuning Tyas (P) umur 14 tahun, 2. Julianto Ananda

{L) umur & tahun lebinh, sekarang dalam asuhan Fenggugat;

3. Bahwa lebih kurang sejak bulan Juni tahun 2012 berturut-turut hingga
sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat
dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan
tidak pernah menginmkan kabar berila serta tidak pernah menjamin nafkah

lahir bathin Penggugat hingga sekarang:

4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Ntori Kecamatan
Wawo Kabupaten Bima Nomor 470.Pem/138/2015 tanggal 18 Desember

2015 yang menyatakan bahwa Tergugat dahulu pernah berdomisili di
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alamat sebagaimana tersebut diatas, namun sekarang tidak diketahui lagi

alamatnya (ghaib):

5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu alamat Tergugat, namun

tidak berhasil:

6. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh

masyarakat untuk bersabar, namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Bima segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
A. Primer
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Ridwan bin A. Bakar)

terhadap Penggugat (Mulyana binti A. Rahman):
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidair
Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adiinya berdasarkan
pertimbangan Majelis Hakim:

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula
menyuruh orang lain sebagai wakillkuasanya, meskipun menurut berita acara
pemanggilan MNomor 0033/Pdt.G/2016/PA.Bm. tanggal 18 Pebruari 2016 dan
tanggal 18 Maret 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan ;;atu!
ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa

alasan yang sah menurut hukum;
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Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bereerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya damai tersebut tidak berhasil maka persidangan
dilanjuﬂxfm dengan pembacean surat gugatan Penggugat oleh Ketua
Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dall gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A, Surat
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 5208056105770001
tanggal 23 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Bima dan telah dibubuhi meterai cukup dan setelah fotokopi

diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya temyata fotokopi

tersebut cocok sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 141/19/0/2010 tanggal 08 April

2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape,

Kabupaten Bima dan telah dibubuhi meterai cukup dan setelah fotokopi

diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya temyata fotokopi

tersebut cocok sesual aslinya, kemudian cleh Ketua Majelis diberi tanda

P.2;

B. Saksi:
1. Fahruddin bin Arsyad, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan
bertani, bertempat tinggal di RT. 004 RW. 002 Desa
Ntori, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, di hadapan

persidangan saksi memberikan keterangan di bawah
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sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena
bertetangga;
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri
sah yang menikah pada tahun 1999 dan telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak;
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
rumahnya di Desa Ntor Kecamatan Wawo Kabupaten Bima;
Sepengetahuan saksi bahwa kurang lebih 3 tahun yang lalu
hingga sekarang Tergugat pergi ke Malaysia atas kesepakatan
bersama dengan Penggugat dengan tujuan mencari pekerjaan
di sana, namun sejak kepergiannya hingga sekarang, Tergugat
tidak permmah mengirimkan kabar berita kepada Penggugat,
sehingga alamatnya serta keberadaannya tidak diketahui;
sepengetahuan saksi bahwa selama kepergiannya, Tergugat
tidak pernah mengirimkan/memberikan nafkah lahir bathin
kepada Penggugat maupun belanja untuk anak-anaknya;
Bahwa Penggugat sudah seringkali berusaha mencar tahu
alamat serta keberadaan Tergugat melalui ocrang
tuang/keluarganya, namun tidak pernah ketemu:
Bahwa orang tua-tua serta keluarga telah berusaha menasehati
Fenggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak

berhasil:

2. Misbah binti Mahmud, umur 40 tahun, agama Islam, pekefjaan
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urusan rumah tangga, tempat tinggal di Rt 004 Rw.
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002 Desa Ntori, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, di
hadapan persidangan tersebut saksi memberkan
keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya
sebagai benkut;
Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena
tetangga dekat,
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri
yang menikah pada tahun 1999 dan telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak;
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
Desa Ntori Kecamatan Wawo Kabupaten Bima;
Sepengetahuan saksi bahwa kurang lebih 3 tahun Tergugat
sudah pergi ke Malaysia dan selama kepergiannya tidak pernah
kembali dan tidak pernah mengirimkan kabar berita kepada
Penggugat, bahkan alamat serta keberadaannya tidak diketahui
hingga sekarang;
sepengetahun saksi bahwa tujuan Tergugat pergl ke Malaysia
adalah untuk mencari pekerjaan dan kepergiannya atas ijin dan
kesepakatan bersama dengan Penggugat, namun selama
kepergiannya tidak pernah mengirimkan/memberikan nafkah
lahir bathin kepada Penggugat maupun belanja untuk anak-
anaknya;
Bahwa Penggugat sudah seringkali berusaha mencar tahu
alamat serta keberadaan Tergugat melalui arang

tuang/keluarganya, namun tidak pernah ketemu;
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» Bahwa orang tua-tua serta keluarga telah berusaha menasehati
Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak
berhasil:
Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua
hal }ran? termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang fidak

terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa temyata Tergugat meskipun telah dipanggil secars
resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata
bahwa kefidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah
menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan
tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek:

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan alas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat (verstek):

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 ayat (1) R.Byg.,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat posita poin 1

sampai dengan poin 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan
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P.2. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. (Folokopi Kartu Tanda Penduduk)
Penggugat yang merupakan akta atentik, bukti tersebut menjelaskan mengenai
Dlomisili Penggugat, sehingga bukii tersebut telah memenuhi syarat formal dan
materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan
mengikat;‘

Menimbang, bahwa bukti P.2. adalah bukti tertulis berupa (Fotokopi
Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup dan
cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan
FPenggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal
dan materiil serta mempunyai kekuatan pembukiian yang sempuma dan
mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pefama Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg..

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta
yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalill yang harus
dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut felah
memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Paszal 308 R.Bg.
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal

17Z2ayat 1 angka 4 R.Bg.;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat adalah fakta
yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan cleh Penggugat, cleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.
sehing‘g? keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua
Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena
itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukli P.2. saksi pertama dan saksi
kedua terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat dan pernikahannya telah
dilaksanakan pada tanggal 12 April 1998 dan telah tercatat pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;

2, Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana
layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 {dua) orang anak;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahnya di
Desa Ntori Kecamatan Wawgo Kabupaten Bima:

4. Bahwa kurang lebih 3 tahun yang lalu hingga sekarang Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena selama Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat dengan tujuan mencari pekeraan di Malaysia,
Tergugat tidak pemah kembali ke Bima dan tidak pemah mengirimkan kabar
berita serta tidak pernah mengirimkan/memberikan nafkah lahir bathin

kepada Penggugat maupun nafkah untuk anak-anaknya;
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5. Bahwa Penggugat sudah seringkali berusaha mencari tahu alamat serta
keberadaan Tergugat melalui orang tuang/keluarganya, namun tidak pernah
ketemu;

6. Bahwa crang tua-tua serta keluarga telah berusaha menasehati Penggugat
agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakts tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah
secara sah yang permnikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 12 April
1999 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape,
Kabupaten Bima;

2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
harmaonis lagi, karena kurang lebih 3 tahun hingga sekarang Tergugat telah
pergi meninggalkan Penggugal dan selama kepergiannya tidak pemah
mengirimkan/memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat maupun
nafkah untuk anak-anaknya, sehingga keutuhan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

3, Bahwa orang tua-tua serta keluarga telah berusaha menasehati Penggugat
agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ditinjau dar seql penyelesaian masalah, maka
perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan
Tergugat untuk mengklaim persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah
tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan

menimbulkan dampak negative/mudharat yang lebih besar;

Hal. 10 dard 14 hal. Pufesan Namor 33 P G BAPA. Bior

Halaman 10



Disclaimer

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan, maka perceraian
pun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dar pada harus hidup
terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun

1874 menyebutkan bahwa ‘wnfuk melakukan perceraian harus ada cukup

L ]

Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Momor 8 tahun 1975 Jo. Pasal 116
huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “salah satu pihak
meninggalkan pikak lain selama 2 (dua) tshun berfurut-turut tanpa izin
pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya'’

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi noma hukum
Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz V1, halaman 346

yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Al dills | il dile (3la Lga g 3l da A2 ane x5l 1)

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada
suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu
dengan talak satu";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1897 yang
menyatakan suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada
harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah
dan telah memenuhi aturan pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah R.I Nomar 9

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum lslam;

Hal 51 Aord 14 hol Brifrcas Uamars (V330 A8 20N 24 Dnn
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Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka pefitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain
shugra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2)
huruf c Kempilasi Hukum Islam, cleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nemaor 7
Tahun “989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-
Undang Momeor 3 Tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 tahun 2008, Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk
mengirimkan salinan putusan kepada Pegawal Pencatat Mikah dimana
Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat
Mikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat ditangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara 8 guo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Momor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomar 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Momor 50 Tahun 2009, maka hiaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingal, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum [slam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (Ridwan bin A. Bakar)

terhadap Penggugat (Mulyana binti A. Rahman);

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor G033Fdr. G207 6/PA.Bm.
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4, Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan
galinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo Kabupaten Bima
dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Sape Kabupaten Bima, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumilah
Rp. 331.000.00 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis vang
dilangsungkan pada hari 11 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04
Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Akhmad Abdul Hadi, 5.H. M.H. sebagai
Ketua Majelis, H. Ahmad Gani, S.H. dan Mulyadi, 5. Ag. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh St. Ramlah sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
I'\I':l'_IETI'FHkI Rl

..i

TREMPEL !

_ mf@@
6000/ .

Drz. Akhmad Abdul Hadi, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Mulyadi, S. Ag.
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1. Biaya pendaftaran

2, Biaya proses

3. Biaya panggilan
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8. Meterai

Jumilah
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